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Abstrak
 

Penelitian ini fokus terhadap Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan

dibawah undang-undang (judicial review on the legality of regulation). Asas Contrarius Actus digunakan

dalam pola putusan judicial review di Mahkamah Agung, sesuai dengan PERMA No 01 Tahun 2011 Pasal 8

Ayat (2) memiliki jangka waktu 90 hari dari putusan judicial review dan dinyatakan tidak ada kekuatan

hukum jika tidak dilaksanakan. Dalam Proses eksekusi putusan yang bisa dilakukan dalam pengeksekusian

dalam proses eksekusi putusan Mahkamah Agung Hal itu dapat berpotensi mengakibatkan proses tindak

lanjut tidak ideal yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menindak lanjuti putusan Mahkamah

Agung dari norma yang sudah dibatalkan. Maka hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum

dari putusan judicial reviewMahkamah Agung terkait. Bentuk Penelitian yang digunakan adalah yuridis

normatif dengan metode analisis kualitatif. Dalam konteks ini penulis juga melakukan analisis dengan

metode perbandingan dengan beberapa negara dan mencari informasi penting dari narasumber yang penulis

lakukan dengan mekanisme wawancara untuk memperkuat penelitian ini. Hasil penelitian ini merujuk

terhadap eksekusi putusan judicial review yang masih kurang diterapkan secara ideal sehingga

menyebabkan ketidakpastian hukum. Harusnya putusan judicial review di Mahkamah Agung dapat memiliki

kekuatan hukum yang terikat atau berlaku final and binding sejak putusan dibacakan sehingga judicial

review Mahkamah Agung dapat mengakibatkan harmonisasi dari Peraturan Perundang-undangan akan

tercederai. Maka daripada hal itu, Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan eksekusi putusan dengan

tidak ideal harus diberikan teguran dan sanksi yang dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia yang memiliki fungsi dalam menjaga harmonisasi produk Peraturan

Perundang-undangan. Hal itu dilakukan agar tujuan dari hukum mengenai keadilan hukum, kepastian

hukum, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai dengan maksimal dan meminimalisir penyalahgunaan tindak

lanjut putusan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat dan mengeluarkan produk

Peraturan Perundang-undangan tersebut.

......This research focuses on the Supreme Court in conducting judicial review on the legality of regulation.

The Contrarius Actus principle is used in the pattern of judicial review decisions in the Supreme Court, in

accordance with PERMA No. 01 of 2011 Article 8 Paragraph (2) which has a period of 90 days from the

judicial review decision and is declared to have no legal force if it is not implemented. In the process of

executing decisions that can be carried out in the process of executing decisions of the Supreme Court. This

can potentially result in an imperfect follow-up process carried out by State Administrative Officials in

following up on decisions of the Supreme Court from norms that have been canceled. So this can lead to

legal uncertainty from the judicial review decision of the relevant Supreme Court. The form of research used

is normative juridical with qualitative analysis methods. In this context the author also conducted an analysis

using a comparative method with several countries and sought important information from sources which

the author did with an interview mechanism to strengthen this research. The results of this study refer to the
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execution of judicial review decisions which are still not implemented ideally, causing legal uncertainty.

The judicial review decision at the Supreme Court should have binding legal force or be final and binding

since the decision was read so that there is legal certainty in it. Misuse in the follow-up process of the

judicial review decision of the Supreme Court can result in harmonization of laws and regulations.

Therefore, instead of that, State Administrative Officials who carry out decisions that are not ideal must be

given a warning and sanctions that are reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of

Indonesia which has a function in maintaining the harmonization of Legislation and Regulation products.

This is done so that the objectives of the law regarding legal justice, legal certainty, and legal benefits can be

achieved maximally and minimize the misuse of follow-up decisions made by State Administrative Officials

who make and issue the products of the Legislation.


